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ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN 

GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI TEMPAT UMUM OLEH DINAS 

SOSIAL KOTA PALEMBANG 

 

HABIBIE SEJATI 

 

Tindakan gelandangan dan pengemisan yang dapat dikualifikasikan 

sebagai suatu tindak pidana yaitu jika tindakan tersebut dianggap sebagai 

pelanggaran (overtredingen) di bidang ketertiban umum. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam ketentuan pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) sedangkan secara khusus untuk penegakan hukum terhadap gelandangan 

dan pengemis di kota Palembang juga diatur dalam Perda No 13 Tahun 2012 

Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum gelandangan 

dan pengemis serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penegakan hukum 

gelandangan dan pengemis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Palembang. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data 

primer dengan melakukan wawancara di Dinas Sosial Kota Palembang dan data 

sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui wawancara 

dengan bapak Zulkarnain selaku KASI Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, KTK dan 

KPO di Dinas Sosial Kota Palembang. 

Berdasarkan hasil penelitan diketahui bahawa bentuk penegakan hukum 

terhadap tindakan gelandangan dan pengemis di kota palembang belum efektif 

menggunakan ketentuan pidana pelanggaran ketertiban umum sebagaimana diatur 

Pasal 504 dan 505 KUHP serta pasal 22 ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 12 

Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Adapun kendala 

Dinas Sosial dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan pengemis 

terdiri atas: struktur hukum yang tumpang tindih, subtansi hukum tentang sanksi 

penindakan yang tidak dijalankan dan budaya hukum masyarakat yang masih 

rendah. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut antara lain: upaya refresif berupa razia dan pembinaan gelandangan dan 

pengemis, upaya preventif berupa pendataan dan sosialisasi taraf kehidupan pada 

gelandangan dan pengemis, serta upaya rehabilitatif  dengan memberi wadah panti 

sosial. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Gelandangan, Pengemis, Dinas 

Sosial, Tempat Umum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Dasar 1945 adalah Landasan Konstitusional Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negara ini telah merumuskannya, 

sejak   Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan kolonialisme. UUD 1945 adalah 

sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan 

bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 

2001, dan     2002 yang telah menghasilkan rumsan Undang-undang Dasar yang 

jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Gelandangan 

dan anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling 

berhubungan,UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan 

anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 tersebut 

mempunyai makna bahwa Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan 

dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. 

Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan 

apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara  di 

bumi ini. 

Fenomena yang sering dijumpai dilingkungan sekitar adalah 

banyaknya gelandangan, pengemis, maupun pekerja anak yang berumpul di 

fasilitas-fasilitas umum, traffic light bahkan masuk diwilayah kampus dan 

pemukiman warga. Mudahnya mencari uang di kota besar telah menjadi daya 

tarik tersendiri bagi pendatang dari luar daerah tanpa membawa bekal 
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keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk mengadu nasib.1 

 

Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak 

mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai 

keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi 

fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus dibantu dalam kehidupannya 

dan pemerintahlah yang harusnya lebih peka akan keberadaan mereka. Fakir 

miskin dapat digambarkan melalui Gelandangan dan Pengemis. Masih 

banyak terlihat di perkotaan dan daerah para Gelandangan dan Pengemis di 

jalanan, pusat keramaian, lampu merah, tempat ibadah, sekolah maupun 

kampus.2 

 

Keberadaan gelandangan dan pengemis sudah menjadi bagian dari 

kehidupan di kota-kota besar di Indonesia terutama di kota palembang, 

gelandangan dan pengemis sering terlihat di pinggiran jalan, di depan toko-

toko dan melakukan    tindakan minta-minta di tempat umum. 

Mengemis dan bergelandang sudah menjadi pilihan bagi orang –orang 

yang tidak dapat bersaing di tengah kehidupan masyarkat dengan dengan 

alasan sempitnya lapangan pekerjaan dan kurang nya pendidikan serta tidak 

adanya keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Menyebabkan mengemis 

dan bergelandang merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

kehidupan ekonomi mereka sehari-hari dengan mengharapkan belas kasihan 

orang lain. Dimana melakukan tindakan mengemis dan bergelandangan 

merupakan pekerjaan yang tidak memebutuhkan keahlian dan keterampilan 

untuk mencari uang.3 

 

Kondisi ini menimbulkan permasalahan di dalam masyarkat serta 

hukum atau norma-norma yang  ada, tindakan minta-minta di tempat umum 

dan bergelandang dianggap sebagai penyakit masyarakat serta tidak sesuai 

lagi dengan  norma-norma hukum yang ada. 

Tindakan bergeladang dan mengemis di tempat umum dapat di 

                                                 
1 Anggriana, indentifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis, 2017, Jurnal 

ilmiah psikologi, vol.7 No.1 
2 https://www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 21.15 

WIB 
3 Betha Dwidinanti Zefianingsih, Penaggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh 

Panti Sosial Ina Karya “Pangudi Luhur”, Jurnal Prosiding Riset vol 3 No 1, 2018 

https://www.kompasiana.com/
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kategorikan sebagai bentuk kejahatan, dilihat dari aspek sosial dalam ilmu 

keriminologi di mana penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri 

dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan 

oleh masyarakat.4 

  

Tindakan gelandangan dan pengemisan yang dapat dikualifikasikan 

sebagai suatu tindak pidana jika tindakan tersebut dianggap sebagai suatu 

pelanggaran (overtredingen) di bidang ketertiban umum. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal 504 dan 505 Kitab undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) sedangkan secar khusus untuk penegakan hukum terhadap 

gelandangan dan pengemis di Kota Palembang juga diatur dalam Perda 

nomor 13 Tahun 2012 Tentang Anak Jalanan dan Pengemis. 

Fenomena gelandangan dan pengemis pun secara tidak langsung 

mengisyaratkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sifat ketergantungan 

yang tinggi, walaupun kita ketahui bahwa manusia tidaklah bisa hidup sendiri, 

dan budaya gotong royong dan saling membantu satu sama lain di dalam 

masyarakat sepertinya mulai pudar , kebanyakan masyarakat saat ini cendrung 

individualis dan mengabaikan orang lain, kalau tidak diminta orang itu jarang 

sekali memberi. 

Oleh karena itu mengemis sepertinya menjadi salah satu jalan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Dan sikap masyarakat yang memandang 

permasalahan pengemis ini sebagai suatu hal yang wajar dan biasa terjadi, 

sehingga mereka pun memakluminya, hal ini mengakibatkan fenomena 

pengemis semakin banyak bermunculan. 

                                                 
4 Nursariani simatupang dan Faisal, 2017, Kriminologi Suatu Pengantar, Medan, 

Pustaka Prima, hlm 96 
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Seperti yang kita lihat saat ini, kualitas diri yang dikira masih rendah 

sehingga meraka yang mengalami permasalahan ekonomi lebih memilih 

menjadi seseorang pengemis dari pada bekerja keras untuk memenuhi 

kebutuhan hidup merdeka dan keluarga. Penanggulangan masalah 

gelandangan dan pengemis menjadi tanggungjawab Negara pasal 34 ayat 1 

UUD 1945 “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.5 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “mengemis” , 

berasal dari kata “emis” dan punya dua pengertian, minta-minta dengan 

sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dan penuh harapan. Sedangkan 

pengemis adalah orang yang melakukan tindakan minta-minta. 

Sedangkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 

tentang anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Bahwa dalam rangka 

penyelenggraan  kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial sehingga 

dapat mempercepat terciptanya kesejahteran sosial bagi seluruh masyarakat, 

sejalan dengan ketentuan Pasal 30 huruf A Undang – Undang Nomor 11 Tahun 

2009 tentang kesejahteraan sosial, perlu melakukan pembinan terhadap anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis. 

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang di lakukan oleh tindakan 

bergelandang dan mengemis adalah pelanggaran terhadap pasal 504 dan 505  

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindakan mengemis dan bergelandang 

di tempat umum di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada 

pasal 504 ayat 1 dan 2, “Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat 

umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam 

minggu”. Pada ayat 2, “Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh 

                                                 
5 http://andisuwandirsan.blogspot.co.id/2015/04/makalah-gelandangan-dan-

pengemis.html, diakses hari jum’at tanggal 21 Oktober 2016, Pukul 14:00 WIB 
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3(tiga) orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, 

dihukum kurungan selama-lamanya  3 (tiga) bulan. 

R. Soesilo berpendapat, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin 

yang minta pertolongan, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu 

ditempat umum, misalnya dipasar, stasion, ditepi jalan dsb, karena perbuatan 

itu selain dapat mengganggu pada orang-orang yang sedang berpergian, pun 

dilihat kurang pantas dan amat memalukan. Jika datang dirumah orang untuk 

memintanya, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum.6 
 

Mengenai tindakan bergelandang pada KUHP Pasal 505 ayat 1 dan 2, 

“Barangsiapa dengan tidak mempunyai pencarian mengembara kemana-mana, 

dihukum karena bergelandangan, dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) 

bulan. Dan pada  ayat 2”. Bergelandangan yang dilakukan bersama-sama 

oleh 3 (tiga) orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 

tahun, dihukum kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan. 

R. Soesilo juga berpendapat, gelandangan adalah mengembara,  atau 

bertualang, artinya berkelana kesana-kemari berpindah-pindah dari satu 

tempat ketempat yang lain. Biasanya dilakukan dengan minta-minta kesana- 

kemari.7 Ketentuan pidana juga diatur dalam PERDA Kota Palembang 

Nomor 12  Tahun 2013 pasal 22 ayat 1 dan 2, “Barang siapa yang melanggar 

ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling 

lama 3 (tiga) bulan dan atau denda banyak Rp.50.000.000,- (lima   puluh 

juta  rupiah)”. Pada ayat 2, “Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) 

adalah pelanggaran”. 

Ketentuan Pasal 2 adalah dilarang melakukan penggelandangan dan 

                                                 
6 R. Soesilo. 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- 

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, halaman 327. 
7 Ibid hlm 327 
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pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan 

mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain. Sebagaimana 

diterangkan dalam PERDA Nomor 12 Tahun 2013 Kota Palembang 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 

TINDAKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI TEMPAT UMUM 

OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat rumusan masaalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana  penegakan hukum pidana terhadap tindakan gelandangan 

dan pengemis di tempat umum oleh dinas sosial kota Palembang ? 

2. Bagaimana kendala dan upaya dinas sosial kota Palembang dalam 

melaksanakan penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan 

pengemis di tempat umum ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

terhadap pelaksaan penegakan hukum dalam mengurangi dan memberantas 

jumlah  pengemis yang ada di Kota Palembang, tanpa menyinggung hal - hal 

lain yang ada kaitannya. 

Tujuan Penelitian adalah : 
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1.  Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindakan 

gelandangan dan pengemis yang dilakukan di depan umum Kota 

Palembang. 

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dinas sosial Kota Palembang dalam 

melakukan penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan 

pengemis di tempat umum Kota Palembang. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Definisi konseptual atau kerangka adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antar definisi-definisi / konsep-konsep khusus 

yang akan di teliti. Untuk  memudahkan pembahasan dalam penelitian ini 

perlu di tentukaan beberapa definisi konseptual sehubungan dengan istilah - 

istilah yang terkait dengan permasalahan antara lain.  

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya 

atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.8 

2. Tindak Pidana atau starfbaarfeit, delik, dan delictum memiliki 

padanan istlah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau di 

atau boleh di hukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan 

                                                 
8 Dellyana, Shant. 1998. Konsep Pengekan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32 
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tindak pidana.9 

3. Tindakan adalah suatu yang dilakukan untuk mengatasi sesuatu.10 

4. Gelandangan sama dengan mengembara, atau bertualang, artinya 

berkelana kesana kemarin, berpindah - pindah dari tempat lain 

tempat yang satu ketempat yang lain apabila tidak mempunyai 

mata pencarian.11 

5. Mengemis adalah meminta dengan merendah-rendah dengan 

penuh harapan.12 

6. Tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat 

banyak orang yang berkumpul melakukan kegiatan baik secara 

sementara atau secara terus menerus dan baik membayar atau 

tidak membayar separti pasar, taman, restoran, wc umum 

perpustakan , sekolah, museum, tempat wisata.13 

 

7. Dinas sosial merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah 

yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan di bidang sosial untuk melaksaankan tugas 

dinas sosial menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis 

bidang sosial serta pembinaan dan pelaksaan tugas di bidang 

sosial  

8.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-

                                                 
9 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5236f798e4b4/mengenal-

unsur-tindakpidana-pidana-syarat-pemenuhannya, daiakses pada tanggal 10 oktober 2021 

pukul 15.02 WIB 
10 Id.mwiktionary.org, diakses pada tanggal 10 oktober 2021 pukul 15.10 WIB 
11 . R. Soesilo. 1995.Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar 

– Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia hal 327 
12  Kamus Besar Bahasa Indonesia 
13 Id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 15.15 WIB  

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5236f798e4b4/mengenal-unsur-tindakpidana-pidana-syarat-pemenuhannya
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5236f798e4b4/mengenal-unsur-tindakpidana-pidana-syarat-pemenuhannya
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undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota 

(Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Zembentukan Peraturan Perundang-undangan). 

E. Metode Penelitian 

 Metode atau metodelogi diartikan sebagai logika dari penelitian 

ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada 

hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan 

metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau 

untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode 

penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan 

agar didapatkan hasil yang maksimal. 

1.  Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan ialah 

penelitian hukum empiris data yang diambil langsung dari lapangan, 

berupa dokumen, wawancara, study lapangan dan sebagainya. Dilihat 

dari sudut sifatnya, penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: 

penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif dan penelitian 

eksplanatoris. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 

atau gejalah- gejalah lainnya. Deskriptif berarti bahwa analisis data 

bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum 

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau 
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menunjukan komparasi/hubungan seperangkat data dengan 

seperangkat data lainnya. Sesuai dengan pembagian jenis penelitian 

berdasarkan sifatnya seperti ini, maka penelitian ini bersifat 

deskriptif, maksudnya untuk memberikan gambaran atau keadaan 

hukum tentang, Penegakan hukum pidana terhadap tindakan 

gelandangan dan pengemis di tempat umum. 

2.  Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dititik beratkan 

pada data primer, namun tidak tertutup kemungkinan menggunakan 

data skunder untuk melihat hal -  hal yang berkaitan langsung dengan 

permasalahan yang  hendak diteliti  

Sumber data primer dititik beratkan pada sumber data 

langsung dengan terhadap responden terhadap pihak yang akan di 

teliti, studi dokumen dan lain – lain. 

  Sumber data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian 

hukum normative ini bersumber pada :  

a. Bahan hukum primer, missal nya Undang -Undang Dasar 

1945, ketetapan MPR, Undang - Undang dan lain – lain. 

b. Bahan hukum skunder, misalnya karya -karya ilmiah, 

Rancangan Undang - Undang dan hasil - hasil dari suatu 

penelitian. 

c. Bahan hukum tersier , misalnya bibliogarafi, kamus dan 

lain- lain 
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3. Teknik Pengumpulan Data  

 Tenik Pengumpulan Data , dilakuan dengan cara :  

a. Studi lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan 

metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung 

dengan Dinas Sosial kota Palembang yang berkaitan dengan 

judul penelitian guna menghimpun data primer yang 

dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. 

b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan 2 

(dua) cara, yaitu: 

1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library 

research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko 

buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus 

Universitas Muhammadiyah Palembang) guna 

menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam 

penelitian dimaksud. 

2) Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang 

dilakukan dengan cara searching melalui media internet 

guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam 

penelitian dimaksud. 

4. Teknik Pengolahan Data  

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu 

kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan 

melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini 
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terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan 

kalimat. 

F. Sistematika Penelitian 

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

      BAB I    PENDAHULUAN 

Pendahuluan dalam penelitian ini terdiri atas latar belakang, 

rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan, metode 

penelitian, dan serta sistematika penulisan. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai : 

A.  Tinjauan Umum Penegakan Hukum 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakan 

Hukum 

3. Proses Penegakan Hukum 

B.  Tinjauan Umum Hukum Pidana 

1. Pengertian Hukum Pidana 

C.  Tinjauan Umum Gelandangan dan Pengemis 

1.  Pengertian Gelandangan dan Pengemis 

2. Ciri- Ciri Gelandangan dan Pengemis 
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BAB III  PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian secara 

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang 

diteliti mengenai penegakan hukum pidana terhadap 

tindakan Gelandangan dan pengemi di tempat umum kota 

Palembang dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi 

pemerintah dalam mengurangi dan memberantas jumlah 

pengemis di Kota Palembang. 

BAB IV   PENUTUP 

Pada bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang di 

format dalam bentuk kesimpulan dan saran- saran 
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